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Sumatera Utara; 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

,, 

Mengi9gat 

2. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

.. - I<-~.~=~~-~.:=~ Pemeriritah Pusat dan ~merinrahan Daerah; 
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Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dukungan dan optimalisasi 
percepatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID -19), perlu melakukan penyempurnaan ketentuan 
mengenai penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi 
dana desa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Serdang 
Bedagai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan 
dan Pembagian Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan 
Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Desa di 
Ka bu paten Serdang Bedagai Tahun 2021; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nornor 7 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana 
Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Serdang Bedagai 
Tahun 2021; 

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 7 TAHUN 
202 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA 
DESt, ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI 

DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI 
NOMOR 3'7 TAHUN ;io.:i..t 

BUPATI SERDANG BEDAGAI 
PROVINSI SUMATERA UTARA 
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J 0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

1 1. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang 
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021; 

lJ. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang 
Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Ke.uangan Nomor 69/PMK.07 /2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014; 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan; 



d. 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata 
Cara Pf hitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana 
Bagi H · sil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa di Kab~aten Serdang Bedagai 
Tahun 021 diubah sebagai berikut : 
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Pasal I 

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI N8MOR 7 TAHUN 
2021 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN 
RINCIAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI 
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI 
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021. 

ATAS PERUBAHAN TENT ANG BUPATI PERATURAN 

MEMUTUSKAN : 

18. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

l 9. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 51 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten 
Serdang Bedagai; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Desa, sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang 
Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa; 

l 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang 
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 
2021 Dalam Rangka Mendukur.g Penanganan Panderni Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
94/PMK.07 /2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan 
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 
Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya; 

Meneta kan 



lk· 

4. peraturan kepala Desa mengeriai penetapan keluarga penerima manfaat 
BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak 

Lerda~at keluarga pen=~a manfaat BLT Desa; d~ 
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Pasal 7 
(1) Djna Oesa disalurkan dari RKlJN ke RKD melalui RKl'D. 
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

pernotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil 
pemolongan Dana Desa ke RKD; 

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil 
pemotongan Dana Desa ke RKD sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari 
Bupat i. 

(4) Pcnyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalarn 
3 (tiga) tahap, dengan kelentuan: 
a. tahap 1 sebesar 40% (empal puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap 

desa, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu 
sampai dengan bulan kelima dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan 
pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) paling cepat bulan Januari; 

b. tahap l1 sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap 
Desa. dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam 
sarnpai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret, dan 

c. tahap lI[ sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, 
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai 
dcngan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; 

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan 
setelah Desa menyampaikan dokurnen persyaratan penyaluran kepada Bupati 
secara lengkap dan benar dengan ketentuan: 
a. tahap I tanpa dokumen persyaratan; 
b. tahap II berupa : 

1. peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Daria Desa tahun 

anggaran sebelumnya; 
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I 

menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% 
(lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran rnenunjukkan paling 
sedikii sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang 
tclah disalurkan; 

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 diubah, dan ditambahkan 4 (empat) ayat 

yaitu ayat (7) , ayat (8) , ayat (9), dan ayat ( 10) sehingga pas al 7 berbunyi se bagai 

bcrikut: 



Pasal 8 
(1) D a Desa untuk kebutuhan BLT Desa disalurkan dengan ketentuan : 

a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan 
ketiga dila.ksanakan setelah kepala Desa menyampaikan data jumlah 
keluarga penerima rnanfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua 
betas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT kepada Bupati. 

b. penyaluran Dana Desa untuk bulan keempat sampai dengan bulan kedua 
bclas dilaksanakan tanpa persyaratan. 

(2) K pala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima 
m nfaat yang telah dibayarkan sampai dengan bulan kedua belas kepada 
Bupati paling lambat tanggal 31 Desernber 2021. ~ 
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tuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(9) 

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 3 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai 
df gan tab el referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, 
v lume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran. 
D am hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum 
mrmenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan 
perubahan tabel referensi kepada Bupau untuk dilakukan pemutakhiran. 

(10) P1rubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengacu pada 
ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Nege-i. 

(8) 

(7) 

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun 
Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di Rekening Kas 
Daerah antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan 

c. tahap Ill bcrupa: 
I. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai 

dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling 
sedikit sebesar 90% (sernbilan puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran rnenunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima 
persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan 

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 

j sc bel umnya. 
C paian keluaran sebagairnana dirnaksud pada ayat (5) huruf b angka 3 dan 
h ruf c angka 1 dihitung bcrdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran 
dari seluruh kegiatan setiap Desa. 
Djlarn hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 
(s rnbilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dirnaksud pada 
a at (5) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan 
dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat 
calon keluarga penerirna rnanfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau 
tidak tersedia cukup anggaran per bulannya. 

(6) 



.,.. ••'';f , .. 

APB Desa b Pcraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 
ukhir Tahun Anggaran 2020 , disertai dengan : ~ 

''" 0 

(4) 

(3) 

(2) 

Atokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan dalam APBD Kabupaten Serdang 
B dagai. 
Aiokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan 
P mcrintah Daerah dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD yang 
b1 sarurmya ditetapkan melalui Peraturan Bupati. 
Baclan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) menyalurkan Alokasi Dana Desa 
( DD) scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan dalam 2 (dua) 
t· hap, yaitu tahap pertama sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan 
p ling cepat bulan Januari tahun anggaran berjalan dan paling lambat bulan 
J!ni tahun anggaran berjalan, dan tahap kedua sebesar 60% (enam puluh 
p rsen) disalurkan paling cepat bulan Juli tahun anggaran berjalan. 
P nyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama sebagaimana dimaksud 
p da ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala Desa mcnyampaikan dokumen 
p rmohonan kepada Bupati melalui Camat, berupa: 
a Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran berjalan yang telah 

dibahas bersama BPD; 

(1) 

3. Ketf tuan Pasal 9 ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), 
sehi gga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

(9) 

(8) 

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

Dalam hal tanggal 31 Desember 2021 bertepatan dengan hari libur atau hari 
yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga 
pencrirna manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada 
hari kerja sebelumnya. 
Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan 
bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan 
p1nyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2022. 
Dana Desa untuk BLT Desa yang telah disalurkan ke RKD dibayarkan kepada 
k'luarga penerima manfaat tidak melebihi bulan berkenaan. 
J1j1mlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
merupakan jurnlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau basil pendataan 
jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa tahun berkenaan. 
K~pala Desa melakukan pendataan sesuai mekanisme pendataan yang 
digunakan dalam pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 
2 20. 
K pala Desa dapat menyesuaikan jumlah keluarga penerima manfaat tahun 
b rkenaan dengan memperhatikan penduduk miskin yang terdampak pandemi 
C rona Virus Disease 2019 ( COVID -19) dan belum menerima bantuan. 
Kf pal a Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(3) 



SERITA AERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAl TAHUN 2021 
NOMOR 41 

Ditetapkan di Sei Rampah 
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S f ARIS D H KABUPATEN SERDANG BEDAGAl, 

A<, Pasal II 
Pera an Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar s tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 

D sa menyampaikan dokumen permohonan berupa Laporan Realisasi 

p laksanaan APB Desa semester pertama dan untuk penyaluran kedua 

d·salui~ tanpa dokumen persyaratan. 

(8) 

(7) 

1. laporan keuangan, terdiri atas : 
a. laporan realisasi APB Desa tahun anggaran 2020; dan 
b. catatan atas laporan keuangan tahun 2020. 

2. laporan realisasi kegiatan tahun 2020; dan 
3. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang 

masuk ke Desa tahun 2020. 

(5) Pl?aluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua sebagaimana dimaksud 
p1cta ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen 
p9rmohonan berupa Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester pertama kepada 
Bupati melalui Camat, yang terdiri dari : 
a. laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama tahun berjalan; dan 
b. laporan realisasi kegiatan semester pertama tahun berjalan. 

(6) P nyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua sebagaimana dimaksud 

p da ayat (3) dilakukan dalam 2 (dua) kali dengan besaran : 

a. Penyaluran pertama sebesar 40% (empat puluh persen); 

b. Penyaluran kedua sebesar 20% (dua puluh persen); 

P~y&luran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, 
di aksanakan paling cepat bulan Juli dan penyaluran kedua sebagaimana 

di aksud pada ayat (6) huruf b, dilaksanakan paling cepat bulan Oktober. 

P nyaluran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disalurkan setelah 


